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BT'PATI UOROWALI
PROVIIFI SULAWESI TENGAII

PERATI'RAIY BI'PATI ilOROWALI
NOMOR ?3 TAIIUI{ 2()16

TENTAITG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

PARTWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan,
Dengendalian dan menciptakan usaha vane kondusif.
sehat, dinamis harus dijamin kepastian hukum dan
perlindungan kegiatan usaha secara tertib, transparan,
JuJur ciarl ilenar;
bahwa untuk mendorong pemerataan kesempatan
berusaha dan memperoleh manfaat baei masvarakat
dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan
lokal, Nasional dan global;
bahwa unrui( dapar menyeienggarakan ijsaha Panwrsara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan
E)-^^l 1< ^.,^+ l1\ II-l^-^ II-l^-- iT^-^- 1rr,T^L,.- orlrr.t

tentang iepariwisataari dan iaum penyelenggaraan
pelayanan publik yang transparan serta adanya data
yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di
Kabupaten Morowali, ma}<a Pengusaha Pariu.isata wajib
*.--..:.'..-.-:-..-...'.-.-:..-.---:-.._-.':-.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Pariw"i sata.

L\ -,J Ar'r-fr$
,-.P+ffi.-*,

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tal.nbahan
irmbaran itega-ra i<epuOili( incionesla l\omor iivuiJl
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 1l Tahun 20OO tentang Perubahan Undane-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
iiarrBgai ircpuiauarr (r,errii-tananr iieBaia Xepui-riii

Menimbang

Mengingat:

a.

b.

c.

d.

1



Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966l;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AO9 ten&rng
Kepariwisataan (lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah ( kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.8S/HK.SOI IMPKI2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Pe4'alanan Wisata;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MPK/2O10 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.87/HK.5OI |MPK|2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.5Ol/MPK/2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.SOL|MPK|2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.9O/HK.SOL lMPKl2OlO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.5O1/MPK/2O1O tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.92/HK.5O L IMPKI2OLO tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
12, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.93/HK.SOLlMPKl2OlO tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Pedalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.94/HK.SOI /MPK/2OlO tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor

PM.95/HK.5Ol|I/,PK|2OLO tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;



15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.5OL IMPK/2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Wisata Tirb.;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97/HK.5Ol|MPK/2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Spa;

XEUUfT'SKAN

Bla
TETETTUAIT T'UT'[

Pesal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupa.ten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali
3. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Kabupaten Morowali.
4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang

perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau Laba.

5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ jasa
bag, pemenr.rhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata.

6. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan
wisata dan agen peg'alanan 'urisata.

7. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan
penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayana-n
pariwisata lainnya.

8. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan,penyiapan danr / atau
penyajiannya.

9. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau
pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai
peraturan perundang-undangan.

1O. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyertiaen angkutan
untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan
transportasi reguler/umum .

11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata
alam, dan/ atau daya tarik urisata buatan manusia.

12. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha
penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena
permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang
bertqjuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata
tirta dan spa.

13. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau
pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan de,n / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

14. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentit
Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan

iletetaplen: PERATURAI{ BITPATI TEIITAIIG ?ATA CARA

PE,NDAtrrTANAI{ UAAIIA PARIWIAATA



sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan
mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan
parneran dalarn rangka penyebar: luasan informasi dan promosi suatu
barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

15. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana
dan fekomeiidasi mengenai studi kelayakan, perencanaan,
pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang
kepari$'isataan.

16. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data,
berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai
kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau
elektronik.

17, Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan
olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa
lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai,
danau dan waduk.

18. Usaha Spa adalah usaira perawatan yang memberikan layanan dengan
metode kombinasi terapi air, terapi aroma, ptat, rempah-rempah,
layanan makanan / minuman sehat, dan oleh aktivitas fisik dengan
tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memp€rhatikan
tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang
membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh
pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II
USAIIA PARIWISATA

Pasal 2

(1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :

a. Usaha jasa pe{alanan wisata;
b. Usaha penyediaan akomodasi
c. Usaha jasa makanan dan qrinuman;
d. Usaha kawasan pariwisata;
e. Usaha jasa transportasi wisata;
f. Usaha daya tarik wisata;
g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hibr.rran dan rekreasi;
h. Usaha jasa pramuwisata;
i. Us$a penyelenggaraan pertenruB-n, perjalanan insentif, konferensi

dan pameral;
j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
k. Usaha jasa informasi pariwisata;
l. Usaha wisata tirta; dan

m. Usaha spa;
(2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki jenis usaha dan sub jenis usaha.

BAB III
lUJUlr
Pasaf 3

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

a. Menjamin kepa.stian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha; dan



b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihal yang
berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha
Pariwisata.

BAB IV

TEUPAT PEIIDATTARA.r O&'EK DAIT TAIT(X}UITG JAYAA

Pasal 4
Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah ditujukan kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua
bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.

(2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.
(3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan
untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha
pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

P.s.l 6
Pengusaha pariwisata dapat merupakan usaha perseorang.rn atau
berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangal.

BAA V

TIEAPAIT

Beglen heeatu

Uaurn
Paeal 7

Tahapa.n pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

P.ld 8
Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa
memungut biaya dari Pengusaha.

Bagtaa tedur
Fea&fterea Ush. Perlrisa

P..sl 9
(l) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis

oleh pengusaha.
(z) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan

dokumen:
a. foto coPy kartu tanda Penduduk;
b. foto copy akte pendirian badan usaha bagr yang berbadarn usaha;

c. foto copy ijin teknis antara Iain :



1. persetujuan prinsip / rekomendasi;
2. rekomendasi analisis dampak lingkungan, upaya pengelola

lingkungan, upaya pemantauan lingkungan;
3. izin mendirikan bangunan;
4. surat izin tempat usaha dan izin gugatan; dan
5. Din pengtsirnaan bangunan bagi kondoitrinii.rin hotel.

(3) Pengajuan dokumen sebegaimana dimaksud pada ayat 12)
disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau
memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisrzsi s65gai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan terhrlis bahwa data
dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

BrgLn hetiga

Pencaatuaaa Ke Ddem Daftar Ueaha Parlwtrata

Pard 10

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan

usaha
f. jenis usaha;
S. merek usaha, apabila ada;
h. alamat lokasi usaha;
i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada,

untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu
tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. kapasitas yang tersedia;
1. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap

hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan
huruf k; dan

m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara
pendaftaran usaha pariwisata, penga}tifan kembali pendaftaran usaha
pariwisata danlatau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Paial 11

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau
dokumen elektronik.

Bagian Kecrnpat

Pencrtlter Tsrdi Ihftrr Urahe Parlrtrata
Pasal 12

Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepa.da pengusaha.

Passl 13

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;



c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. nama pengunrs badan usaha;
f- jenis usaha:
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat te mpat usaha;

a,trL.q. pwu\ur rar.r uo.\rcLrr (.oo.rrq, \lcLrr Pwl q|.,,a,rro.rrlry 4., aPo,r,rra, 4u4,,
untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu
tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

j. nama cian nomor rzin tei<nis, serta narna cian nomor ctoi<umen
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. nama dan tanda tangan peiabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata; dan

l. tangga-l penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pesal 14
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha
l-ci:*: rlerp::.i mcn;=iel6gi:.iari*-ui usi:.lii.i pi::'i'.;uisa,ii;:,.

(1)

(2)

(-?'!

(s,

(6)

(7)

Bagian Kellma
Pe nutakhlraa Daftar Usaha pariwlsata

Pasal 15

Pengusaha wqiib mengajukan secara tertulis kepada Bupati
permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha pariwisata 

"p"oit. terdapatsuatu perubahan koncirsl terhaoap hai yang tercantum €tr oalamDaftar Usaha Pariwisata paling lam-bat dalamlangka waktu 30 (G;puluh) hari keria setelah suatu perubahan teriadi.
P-engajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha pariwisata
disertai dengan dokumen penunjang yang tertait.
Pengaj:,r-a-n dokr-rmen penr-rnjang serrllriJo". almaks_ud pa,cla, a--r..a-t {2!yang berupa foto copy diiampaltan dengan memperlihatkandokumen aslinya.
Fengusiiirti -r;-ti;ib ;nerjai-r-ii. L,a;ri-r-v:i ritrtr diiii di;kurnc:r ;,:i;r6diserahkan sebagaimana^1rTaksu.d.;;a. .v"t ir1, ayat (2), dan ayat
!3) adaiah absah, benar dan s.suai airrgan ia*ta.Berciasari<an Daftar Usah" p"ril;;-t;;1ehh riimuair.:irirkan,Bupati menerbitkan Tan-da DJ; Gjt; pariwisata untukdiserahkan kepada pengusaha.
L,engan diterbitkannva Tanda _Daftar Usaha pariwisata sebagimanadimaksud pada avai (s),.T".d;;;t ;Gil pariwisata terdahuludicel,''ut dan din1,airJ<u,., iia,t t.rf ,f<,Juoil'*''
l$ffT;r.mengembalik"" i;"'i-rr,"r pariwisata terdahulu

BAB VI
PEItrBEKI'A"IT SEUENTARA DAIY PEUBATALAITI

Bagtan Kesatu
peabctuan Seneatera

pasal 16
{1) 3#*"t'1fl:trffi;;lbekukan sementara randa Dartar usaha



Pasal 17

1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda
Daftar Usaha Pariwisata apabiia telah:
a. Terbebas cian pembamrErn Kegratan usatra oan/ aau pemberuan

sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat
( 1) huruf a; atau

b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan
r-r.sala. pa.ri-rrisata- seba,gaima,na- cl-ima-ksr-r-d dala:n Ft?.sa-l 16 a-1.'a-t { 1!
huruf b.

2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha
P4avrro414
a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha

telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau
pembei<uan sementara kegiatan usaha

b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali
kegiatan usaha pariwisata

c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang
diserahken adalah absah, benar dan sesr-rai dengan fakta

3) Bupati melalui Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda
Dd.i'\AI \,, sii.iiii i'ai.iiwisiii.ii iiiiji iiij-iiLi JiiiiB iiiuiii-iiijiiiiE, sui lii
memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada
pengusaha.

4) rrupatl meiaiui l)mas mencatumien pengaktll-an 'l ancia Dar'tar usaha
Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat I (satu)
hari keria setelah permohonan pengakifan kembali pendaftaran usaha
dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali,
Brrpati me1a,1ui l)inas menlrerahka.n k=embali Ta.nda- Dafta-r' I-Isaha
Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah pencatuman pengaktifan kembali Tanda Daftar
!!.. .r-... y1. .:...:...., !....!..!..... T'!..4r..- II....'.... E!...:,.:...i-U i,aiiiii 

^- 
iii itl i-aii.ii ii'qiiciidiii ir4l,.! virqrq

a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan
sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

b- tidak menyelgnggs.akan kegrotan u-saha -secaia te!.l-r,s menerls
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara
.-.,-.--.1-.:1--- -..-- i..!. -a+.-,,.-..-, -=-=.--r,----. .----...:.,.:-..-.+.-,,-!:!-_.--!-,.'!,..o,yo,wLlo, yl,l.rr-ran Lo.r o.rr qoalra. parrwrlDara. \ur.r\,Aqrl<iji -uiiiutii,i2.r ai..

(3) Pengr:saha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari keqa seteia-fr mengaiami hal sebagatmana ciimaxsuci pacia
ayat (1).



Bagian Kedua

Peobatalan

Pasal 18

(1) Bupati melalui Dinas membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
jika pengusaha :

a. terkena sanksi pengnenuan tetap kegiatan usaha sesuar ciengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau

c. membubarkan usahanva.
{2! Tanda Daftar r-Isaha Parisrisata +jdak berla},-:- lagr anabila dibgtalka:r.
(3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal
. .. .L^.-...-.-... :--,-.. --,- -- .r :.--- --': --. = I .-- -. 

j.-. .-. =. - + ! 1 \.owl.,a.Sa-lruarra lJo"\ra. a.Ja.L I r..,.

BABVU

PEITGAWASIIIT

Pasal 19

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam rangka
pendaftaran usaha pariwisata.

(2i Pengawasan sebagarmana ciimaksuci pacia ayat i i) meiiputi
pemeriksaan sewaktu-waktu kelapangan untuk memastikan
kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata

BAB VIII
PEITDAI|AAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
SANI(SI AI)MIIIISTRATIT'

Pasd 21

Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran iisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentiansementarakegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. lenca.hrrran tetrf.r hn:
g. denda administratif; dan / atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

.,--.--.!....., ...-.!..........
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BAB X
KETENTUAIT PTRALIHAI{
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(1) Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisataan yang
masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini untrrk sementara diperlakukan sama dengan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(21 Pengusaha yang memiliki lzin Tetap Usaha Pariwhata atau Izin
Usaha Kepariw-isiataan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), wajib
mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka walctu paling
lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAA XI
I( TETTUAIS PEINTN'P

PaBl 23
Peraturan Bupati ini mr-rlai berlaku pada- tanggal ditr-ndangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
I(abupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggat $siy,lo'zv-b* aor.

BT'PATI IOROVALI,

HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal Q g7",, Ve'r lotC

SEXRETARIB DAENAII
I(ABT'PATEil5 XOROYALI,

UAIDHZIfi ILWAN RIDHWAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR O?3
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